
BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

SAL 
• 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 31 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN SEKADAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka terselenggaranya 

penyelengaraan Pemerintah Daerah yang 

sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah 

yang baik (Good Gevernance), khususnya dalam 

menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak 

dan Retribusi, perlu memberikan Insentif 

sebagai tambahan penghasilan bagi instansi 

pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang 

mencapai kinerja tertentu; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Sekadau, perlu 

adanya petunjuk pelaksanaan pemberian 
lnsentif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

menetapkan Peraturan 

dan huruf b, perlu 

Bupati ten tang 

dimaksud dalam huruf a 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten 

Sekadau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 



Mengingat 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Sekadau; 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan 

Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2); 

1. 



6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2018 Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2018 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2018 Nomor Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak dan Tata Cara Pelaporan Pengambilan 

Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2018 Nomor 56). 



Menetapkan PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI SEKADAU TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Sekadau Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Sekadau diubah sehingga selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 6 diubah, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Sekadau. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sekadau. 

6. Sadan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah 

yang selanjutnya disingkat dengan BPRPD 

Kabupaten Sekadau. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut SKPD adalah unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 



Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan 

Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

Iangsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

11. Pemungu tan adalah suatu rangkaian kegiatan 

dimulai dari penghimpunan data objek pajak 

dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak 

yang terutang sampai dengan kegiatan 

penagihan pajak kepada wajib pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang 

selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan 

penghasilan yang diberikan sebagai 

penghargaan atas kinerja tertentu dalam 

melaksanakan pemungutan Pajak dan 

Retribusi. 



13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana 

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

14. Kinerja tertentu adalah pencapaian target 
penerimaan Pajak dan Retribusi yang 
ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara 

triwulan dalam Peraturan Bupati. 

2. Ketentuan pada BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf c 

diubah dan ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus dan 

ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 

secara proporsional diberikan kepada: 

a. Bupati Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau 

selaku penaggungjawab Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator 

Pengelolaan Keuanga Daerah; 

c. Pejabat dan Pegawai Sadan Pengelola 

Retribusi dan Pajak Daerah selaku aparat 

pelaksana pemungutan pajak; 

d. Pejabat dan pegawai SKPD yang 
melaksanakan pemungutan Retribusi. 

(2) Pihak lain yang membantu pelaksanaan 

pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan 

Insentif. 

(3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah : 

a. Dihapus; 

b. Dihapus; 

c. Kantor Pertanahan, sebagai pihak yang 

membantu pelaksanaan Pemungutan Bea 



Perolehan atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 

3. Ketentuan pada BAB II Pasal 4 ayat (2) huruf b 

dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) SKPD pelaksana Pemungutan Pajak dan 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat ( 1) huruf b dan huruf c, dapat diberi 

lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu. 

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), untuk meningkatkan; 
a. Kinerja SKPD; 

b. Dihapus; 

c. Pendapatan Daerah; dan 

d. Pelayanan kepada masyarakat. 
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat diberikan setiap triwulan 

pada awal triwulan berikutnya atau dapat 

diberikan setiap tahun berjalan atau tahun 
berikutnya. 

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak 

tercapai. lnsentif untuk triwulan tersebut 

diberikan pada awal triwulan berikutnya yang 
telah mencapai target kinerja triwulan yang 
ditentukan. 

(5) Dalam target kinerja pada akhir Tahun 

Anggaran penerimaan tidak tercapai , tidak 

membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan 
untuk triwulan sebelumnya. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 

pada tanggal 8 Januari 2019 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 

pada tanggal 8 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 5 

Salinan Sesual dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

RADIUS 
NIP./19810910 z6@ T poi 


